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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAC

NOMOR 8 TAHUN,2004

TENTANG. . .
PAJAK HOTEL DAN PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-—h

3UPAT) ROTERDAO -

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah
diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur
daerahnya sendiri;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud;

bahwa Pajak Hotel dan Pemondokan merupakan salah
satu Pendapatan Daerah yang penting guna membiayali
penyelenggaraan ...~ pemerintahan daerah dan
pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang

. luas, nyata dan bertanggungjawab; .

bahwa berda}éarkaﬁrp‘p?bmbangan cebagaimana tersebut
pada huruf a, huruf.b.dan huruf.c di atas maka dipandang

“Botiu dietapkar Péfatitn Dagrah tontang Pajak Hotel.

Undang — undang . Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang [ukam" ‘Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1681 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3208) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian sengketa pajak ( Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684) . ;

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1697 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 34 tahun 2000 (l.embaran Negara Tahun
2000 Nomer 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048)
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10.

11.

12

13.

14,

18.

Mndang = Wnedkhg Nemar 18 Tahun 1897 tsntang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomeor 42, Tambahan Lembaian Negara
Nomor 3686 ) ;

Undang = Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) :

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1989 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun ‘1898 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

Undang - undang Nomor 9 Tahun 200Z tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa
Tenggara Timur( Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184 ) ;

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1899 teniang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1899
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19832 tentang
Pelaksanaan Undang — undang Nomor 8 tahun 1931
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Tahun 1881 Nomor &, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258 );

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 teniang
Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tzhun 1997
tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otoncmi Daerzh
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan can Maieri
Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otono:ni Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produl-prosick
Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah ;

Page 2of 16



-

A )

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2003 Tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003
Seri D Nomor 001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSK AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

TENTANG PAJAK HOTEL DAN PEMONDOKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4

()

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kepala Dagrah adalah Bupati Rote Ndao;

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Dacrah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang berwewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pajak Hotel dan Pemondokan yang selanjutnya disebut pajak adalah
pungutan daerah atas pelayanan Hotel; _ .
Hotel dan Pemondokan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi
orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan. alau
fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan _Iamnya
yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran;

Pengusaha Hotel dan Pemondokan adalah perorangan atau Badan yang
menyelenggarakan usaha Hotel dan Pemondokan ballg untuk dan agta§
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang memadl
tanggungarinya;
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10. Pgjak Daerais yang s#laiju. 2 s 1Lt pejuk adalah iuran wallb yang
dilakukan ol2h orang pribac: ateu badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang peraiu, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan asrah dan Pembangunan Daerah;

11. Badan adalah sekumpulan c¢rang dan/atau persekutuan hukum yang
merupakan kesatuan baik vang inclakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
comanditer, perseroan izinnya, tadan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bantuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, ~ persekutuan, pe:!t.urr.'nuvn yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atat 2r7enisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk bacdan | air NYa;

12. Obyek Pajak Hotel dan Pemondoiizn adalah pelayanan yang disediakan
Hotel dan Pemondokan dengan wemibayaran:

13. Subyek Pajak Hotel dan Peracns- kan adalah orang pribadij atau badan
yang melakukan pembayaran kepada hotel dan Pemondokan;

14. Wajib Pajak Hotel dan Parondoikan adalah Pengusaha Hotel dan
Pemondokan;

15. Masa Pa;ak adalah jangka waiiu yang Iamanya sama dengan 1 (satu)
bulan takwin atau jangka wakiu iain yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerzh;

16. Tahun Pajak adalah jangka waldu vang lamanya sama dengan 1 (satu)
tahun takwin kecuali bila waiir ©=jak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun talogin;

17. Pajak Yang Terhutang adalei paqic yang harus dibayar pada suatu saat
dalam masa pajak, calam tsbun pajak atau dalam bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan pern «iang-undangan perpajakan daerah;

18. Pemungutan adalah suatu iaingxaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyel pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi yang terhutang szinpal kegiatan penagihan pajak atau

retribusi kepada wajib pajsk 2iau wajib retribusi serta pengawasan
penyetoran;

19. Surat Pemberitahuan Pajak Dzerch yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang cleh ¥vajily ~ajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pe: rbay.iran pajak, obyek pajak dan/atau bukan
obyek pajak, dan/atau harta dan kewszjiban menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajaker, Daerah;

20. Surat Setoran Pajak Daerahy, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
surat yang digunakan ole .0 Fajak digunakan untulk melakukan
pembayaran atau penyeician p:g: i yang terhutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetap'can: cizi» ¥epala Daerah;

21. Surat Ketetapan Pajek Daer 15, y#ng selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yanz mai<niian besarnya jumlah pokok pajak
yang terhutang;

22. Surat Ketetapan Pajak Dacrai: Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat kelciagpan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, ijlah krecit pajek, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya san: K& noininisivasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar;’

23. Surat Ketetapan Pajak (aerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat :SKPDKET, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas ,umle.':a rajak yang telah ditetapkan;

Fiizaa 16



&r.

28.

29.
30.

(1)
2

3)

25.

" 26,

Surat Ketelapun Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan ‘pambayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak lebih
besar Jari padu pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Jumlah pokok pajak yang
terhutang sama besarnya dengan jumlah lredit pojak, atau pajak tidak
terhutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda;

Surat Keputiisan Pembetulzn adalah surat keputusan yang-membetulkan
kesalzhan tuiis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dajam peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah yang terdapat dafam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Paja Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar “‘amuatian, Surat Ketetapan Pajalk Daerah Lebih Bayar,
Surat Ketetepan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah:
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadao Surat Ketetapan Pajalk Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapar Pajaic Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak
Ketiga vang diajukan oteh wajib pajak;

Putusan Barndiry adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat ksputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
Pembukuan adzlah suaty broses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk menguinpuiken data dan informasi lkeuangan yang meliputi
harta, kewajibai, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga
peroleizain dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyi:sun lz2poran keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada
setiap ‘atun pajuk beralhir.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak ada'ah Paiak Hetel dan Pemondokan:
Obyek Pajak Hoiel dan Pemondokan adalah pelayanan yang disediakan
Hotel cian Pemondokan dengan pembayaran;

Obyek vajak Hot 2l dan Femondokan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) pasal ini mefiputi:

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggai jangka pendek, antara lain
gubuk pariwizata {cottags), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan
(hoted}, lesman dan rumah penginapan termasuk termasuk rumah
lcost;

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
tinggal jangka pendek yang sifathya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, antara lain telepon, faxmail, telex, foto copy, pelayanan
cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau
dikeloia hotel:
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c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu
Hotel dan Pemondokan bukan untuk umum, antara lain . pusat
kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub,
diskotik yahg disediakan atau dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di
hotel;

e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan
fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2)

Peraturan Daerah ini adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal
lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel dan Pemondokan yang
diperuntukkan bagi karyawan;

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondck pesantren;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan Hotel dan Pemondokan
yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dan Pemondokan dengan
pembayarannya;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh
umum di hotel;

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan
Pemondokan dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4
(1) Subyek Pajak Hotel dan Pemondokan adalah orang pribadi atau badan

yang melakukan pembayaran kepada Hotel;

(2) Wajib Pajak Hotel dan Pemondokan adalah Pengusaha Hota! dan
Pemondokan.

; BAB il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Pemendokan adalah jumlah pembayaran
yang dilakukan kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel dan Pemondokan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak Hote! dan Pemondokan yang terhutang dipungut di wilayah
Daerah terpat Hotel dan Pemondokan berlokasi;
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(2) Besarnya Pokol: Pajalc Hotel dan Pemondokan yang terhutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif vajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

§

EAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERTARUAN PAJAK DAERAH

"Pasa 8

Masa Pajak adalah jangka wakiu yang iamanya 1 (satu) bulan takwin dalam
tahun takwin 360 hari merupakan waktu untuk menghityng besarnya pajak
terhutang.

Pasal ¢

Saat pajak terhutang terjaci pada saat pelayanan di Hotel dan Pemondokan
dalam masa pajak.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pzjak wajib mengisi SPTPD:
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setetah
berakhimya masa pajak;

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oieh Kepala
Daerah.

BAB Vi
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdesarkan SPTPD scbagcimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
Peraluran Daerah ini, Kepaia Daerah dan Pzjabat yang berwewenang
atau ditunjuk menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sel:agaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
SKFD diterima, dikenalcan sarisi administrasi berupa denda sebesar 2%
(dua persen) sebu'an dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

RPasal 12
(1) Wajib Pajak yanz membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud

dalam- pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terhutang;
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(2) Dalam jangka waici: J firou; ahe s sesudah saat terhutangnya pajak,
Kepala Daerai Capa: o .eretoiizan: ;

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

¢. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagsimena dirnslaud pada avat (2) huruf a pasal ini
ditetapkan:

C. Apabila burdusarkan hasii nomeriksan atau keterangan lain pajalk
yang terhutang tivak aizay “urang dibayar dikenakan sanksi
administrasi berupa denda schesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang e terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 {dua muen @mpat) bulan dihitung sejak saat
terhutangnya najak:;

d. Apabila SPTPD ‘tdek Jdiscmpaan dalam jangka waktu yang
ditentukan cun tanh Stecur socara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi sarupa dends sebagar 29% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak veng wrang s terizmbat dibayar untuk jangka waitu
paling lama 24 ‘d.a ruich ampat) bulan dibitung sejak saat
terhutangrvz najalk;

e. Apabila kewajibar: merci- SPTPD ticak  dipenuhi, pajak yang
terhutang aititiing secara jasetan, dan dikenakan sanksi administrasi
beruva kerail:an seleser 5% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah scirsi aniisist:asi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan diiune war ~ajak yanhg kurang atau terlambat
dibayar untuk @ng e o< aiag lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung e/ saai e Tzt g vojsic

(4) SKPDKBT senavaime a iy aksud vada ayat (2) huruf b pasal ini
diterbitkan apabiia aliernuin. dela daru atay data yang semula belum
terungkap vyang mehyedat-an cerambzhan jumlah pajak yang
terhutang, akain ¢ikeme- i wziv o administras berupa kenaikan sebesar
100% (seratus gz-sen! <an ivm zn ¥eiurangen pajak tersebut;

(5) SKPDN sebzgaimen dimz<zid rede ayat (2) huruf ¢ pasal ini
diterbitkan apobiln juriush onar w2 ‘erhutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajs : atau oais’ Geak auang dan tidak ada kredit pajak;

(6) Apabila kewajibarn insmbay.s paak terhuiang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebaguiimaina Jinmkal s 2ada ayat (2) huruf a dan b.pasal ini
tidak sepenuhnye ditayar de'sii ngka wakty yang telah ditentukan,
ditagih dengarn r:»nerran £ TR0 citambah dengan sanksi administrasi
berupa denda =7 (dun i awwsant abuian:

- (7) Penambahan jumiah i < yo g b cang seegaimana dimaksud pada

ayat (5) pasal ini daw Lixgnzear anahia Waiin Pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukar trdzfan veniise 4.

-, @ vew,
1Y R 24

KA
TATA CARL PLU T TAYE .0 20N PENYETORAN PAJAK

e o~

o sl e

(1) Pembayaran iz chiz.uk». - ii:: DJaeren atau tempat lain yang
ditetapkan olei: “.pai. .zav - 1izir i oleh instansi pemungut melalui
Bendahara Perer na’ “ sy AL e ANjuR oleh Kepala Daerah:

(2) Bendahara Penscr ma * e, L vl menyetor secara Bruto ke kas
daerah selamb. i wniviya 4 v 50 keeuali hari libur;

A
S lie
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,E (3) Pembayaran pa_iak sehagaimana dJdimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

pasal ini dilakulan dengan manggunakan S3PD;

1(4) Apabila Bendahara Penerina / Penyetor lalai melaksanakan ayat (2)

pasal ini dikenakan sanksi 2% (cdua persen) dari setoran bruto.

Pasai 14

‘(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,
(2) Kepala Daerah dapal memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

untuk mengangsur pajak terbutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan;

| (3) Angsuran pembeyaran majek sebagairnana dimaksud p'ada ayat (2)pasal

ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua parsen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembavaran pajak sempai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi parsyarzian yang ditentukan dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar;

(5) Persyaratan untux dapat mzngangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angstirai daan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) pacal ini ditztapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Setiap pembayaran prisk sehbagaamana dimaksud pada pasal (13)
Peraturan Daerast ini diberiiar znda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku perierima,

(2) Bentuk, jenis, isi, ukun @ance bukti »embayaran dan buku penerimaan
pajak sebagaimana dimaksud pada =yat (1) pasal ini ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

S48 VIL
BIAY A PEMUNGUTAN

rasal 10
1) Kepada Instansi Pemimngui diceiikan insenti{ sebesar 5% (lima persen)
P
dari setoran Bruio;

(2) Tata cara pembayaran upah pungui disesuaiian dengan Peraturan
Perundang-undanqgan yang berlaku.

2A8 X
TATA SARE PEMAGIHAN FAJAK

Paval 17
(1) Surat tegurén atau surat perinzaian atau sural lain yang sejenis sebagali
awal tindakan pelaksanzan panaginan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh ternpd pamhayaran,

9¢ii6
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" (2) Dalam jangka wakiv 7 {uiuty nari sotelah fanggay suial leguan atau

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terhutang;

(3) Surat teguran atau surat peringatan afau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dike!varkan oleh Pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumiah pajak vang mesih herus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalarn Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa: :

(2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguren atau Surat Peringatan atau
surat [ain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibavar tidak divnasi dalam jangka waktu 2 x 24

jam sesudah tanggal pembaritahuan  Sure: Pakza, Pejabat segera

menerbitkan Surat Ferintal Melaksanakan Penyiman.

1] s
Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajih Fajalk tolum juga melunasi hutang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah  Melaksanakan Penvitaan, Pejabat mengajukan .permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepad: iKanior Lelang Negara.

Pasal 2"

Setelah Kantor Lelang Negara menetankan heari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Jury Sita membertahulan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajalk.

Pasa; 22

Bentuk, jenis dan isi formuli vang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah ditctapkan olet. Kepala Diazrah.

BAR X
PENGURANG AN, KERGANAN DAN
FEMIE3ASAL T AJAK

(1) Kepala Daerah berdasarkan wermohonan Waiib  Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
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BAR Xl
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 24

Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak

dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerabh;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada

Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan

memberikan alasan yang jelas;

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima,

sudah harus diberikan keputusan;

Apabila setelah lewat walktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan

keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAB Xil
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah

atau Pejabat atas:

a. SKPD;

b. SKPDKB,;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN diterima oleh Waijib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya;
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(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak. '

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
Keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat:

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaltsud pada avat (1) pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal
26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling iama 24 (dua puluh
empat) bulan; -

(2) Apabila keberatan dan banding dari Wajib Pajak telah mendapat
keputusan yang tetap Kepala daerah wajib melaksakannya.

BAB Xiil
PENGEMBALIAN KELER!HAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Kepala Daerah atau Pejabat atas permohonan wajib pajak
mengembalikan kelebihan pembayaran pajak; '

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling .lama 12 gdua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kplfablhan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) pasal ini harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pac{a ayat (2) pasal
ini dilampaui Kepala Daerah atau Pcjabat tidak membenkgn keputusan,
permohonan pengembalian kelebinan pembayaran pajak qlanggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalem waktu paling lama
1 (satu) bulan; . . .

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang = pajak lainnya, kelebthgn_
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pg§a ayat (2) pasal (ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi ‘erlelih dahulu utang pajak
dimaksud; . _ _ ‘

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajal dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbttkannyq SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
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(6) Apabila pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah
ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang
Perpajakan Daerah;,

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditangguhlkan apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung. '

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) 'Wajib Pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan dalam pasal
9 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumiah
pajak yang terhutang; '

(2) Waijib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 9
Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama
2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
yang terhutang;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah
pelanggaran.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini
tidak dituntut setelah melampaui jangka walktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terhutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.
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BARB XVI
rENYIDIKAN

Paszl 33

(1) Pejabat Pegawal Negari Sipil tartentu di lingkungan Pemerintan Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak piclana di bidang perpajalan daerah;.

Wewenang Penyidik sebagaimzna dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah: '

@

©)

a.

Menerima, mancari, mengurapulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan cengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan rersebut menjadi lengkap dan jelas;

. Meneliti, mernicari dan moingumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan teniang l.ebenaran perbuzian yang dilakukan
sehubungan ¢engan tindek sidana perpajakan daerah;

_Meminta keterangan dan sarang bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tincai pidzna perpajakan daerah;

. Memeriksa tuku-Huiu, coiatan-catatan dan dokumen-doliumen iain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen izin, seria melakukan
penyitaan terhadap barang bukti;

Dalam keadaan perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan
penyitaan tanpa surat ity toriebih dahuly, sesaat setelah mielakukan
penyitaan perlu melaparicr: kepada Ketua Pengadiian Negeri
setempat;

_Meminta baniuan tenaga ah'i dalam rangka pelaksanzan tugas

penyidikan tirdak pidana di bidang perpajakan daerah;

. Menyuruh barhenti dan atcu melarang sesecrang meninggalkan

ruangan e‘au tempat pacia caat pemeriksaan sedang berlengsung dan
memeriksa identitas cran; dan atau dokurien vyang cibawa
sebagaimane dimaksud paca huruf e di atas;

Memctret saseorang yan 3 bed:aitan dengan tindzk pidana narpajakan
daerah;, ‘

. Memanggil orang uniuxs ¢.Zengar keterangannya dza  diperiksa

sebagai tereangka atau STV

. Menaghentiken penyidika;

Melakukan tnda<an lai; yang perlu untuk kelancarzn penyidikan
tindak pidana Ci bidany parpajakan daerah menurut hukum yang
dapat dipertenggu ngjaw  okan,

m.PPNS dapax memiinta baniian tekhnis penyidikan dari  penyidik

POLRL.

Penyidik sebagaimana dirc<icsi:d pada ayat (1) paszl ini membaritahukan
dimulainya penyidiian dan m-.1yampaikan hasil penyidilannya kepada
Penuntut Umum.
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Lol ok bnakan B yaiyg beilu witui heldneaas ptydiicgin
dndal pidana di Didang  perpajakan daerah menuiul hukunm yany
Japal dipertanggungjawabkarn;

mPPNS  dapat merminta bantuan  tekhs penyidikan  dain penyidik
POLIRI

Ca Penyidik sebagaimana dilnaksug paga ayat (1) pasal i inembentahuican
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepads

Penuntul Uinuimn.,

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

ti) Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah i sepanjany
mengena pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dacrah;

(7+ Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuin yany
mengatur tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 34
Peraturan Dacrah im mulai berlaku pada tanggal diundangkai.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengunsangi

Peraturall @aerah ini dengan penempatdnnya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten FHule Ndao

Ditetapkan Jdi Baa

: \ 3 /‘):th-./
\\’ : "\ ) 1/ o - - P
N 3 /' _(;.F1_3I/STIAN NEHEMI‘A/%LM’\E/\

r sl
Diundangkan Ji Baa
pada Tanggal 14 Pebruari 2004

Lmardens

T “‘Q‘ T .
P r—F’-!tf.i&S_,b\l:reta('nt Daerah Kabupaten Rote Ndao,
& iy ’\ . @’

b
u,.u,l’/‘é/.' 7
JOMINGGUS WELKIS /7

LEMBARAM UAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR
005 SERI B NOMOR 002
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PENJELASAN

NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK HOTEL DAN PEMONDOKAN

umMmum

Pajak Hotel dan Pemondokan adalah sebelum berfakunya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1887 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah adalah sumber pungutan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyempurnaan seperlunya mengenal Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Untuk itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Hotel.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Angka 1 s/d 3 : Cukup Jelas
Angka 4 :  Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan

Daerah yang berdasarkan kewenangan
Kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan
penagihan Pajak. '

Pasal 2 s/d 28 © Cukup Jelas

Pasal 29 :  Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib
pajak diperhitungkan  untuk menutup
kewajiban pembayaran utang pajak lain
merupakan hal prioritas.

Pasal 30 s/d 35 . Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN  DAERAH. KABUPATEN ROTE NDAQO
NOMOR 012




